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A. Penditian Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masataktugian penelitian dalam skripsi ini,
tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terphlartgan studi-studi terdahulu. Namun hal ini
tidak menjadikan studi ini hanya melakukan penggdampengulangan saja. Karena menurut
pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulisitaéti tidak memiliki kesamaan judul
khususnya di Fakultas Syariah. Namun penulis mangaldah ada beberapa karya skripsi yang

berkaitan dengan masalah perkawinan. Diantaranya ya



Sofyan Ahmad tahun 2004. Berjudul pembatalan perkawinan kargredla’an akibat
hukumnya terhadap anaknya (perspektif figh) pendiit bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan apa alasan radla’ah bisa membatalk&avpi@ean serta bagaimana dampak hukum
pembatalan perkawinan tersebut.

Dari hasil penelitian Sofyan menjelaskn bahwa pdeaiaa perkawinan sebab pelanggaran
agama dalam bentuk masih adanya hubungan radksedimgga hal tersebut jelas melanggar
ketentuan agama berupa syara-syarat yang tidadn@npdalam akad perkawinan, yaitu setelah
akad nikah berlangsung teryata istrinya atau ssddh pihak adalah saudara sesusuan. Alasan
mengapa radla’ah bisa membatalkan perkawinan digi@iah, perkawinan tersebut bertentangan
dengan syariah yakni Al-quran surat An Nisa' ayat @itinjau dari kedokteran perkawinan
demikian akan berakibat buruk bagi keturunan amak-anereka, yaitu akan mengalami
kecacatan, berupa albino,hemofilo, dan bahkan gangai parah bisa mengalami kematian.

Dampak hukum akibat pembatalan perkawinan ini tlapaanak tidak berlaku surut, karena
orang tua melakukan hubungan syubhat hukum, yasemang melakukan hubungan suami
istri dalam akad yang sah, kemudian kenyataan penka tersebut tidak sah, harus dibatalkan
karena masih adanya hubungan radla’ah antara pgsarsuami tersebut. Anak tetap dapat
mewarisi harta kedua orang tuanya.

Wardatulfirdaus tahun 2008. Berjudul alasan hakim dalam memutuskanolak perkara
pembatalan perkawinan (study kasus perkara: 086 pdt G atau 2006 atau Pengadilan
Agama Kota Malang) Peneliti ini mengambil objekttary pembatalan perkawinan yang di
sebabkan wali tidak sah sehingga perkawinan tet$etous di batalkan.

Bahwa alasan hukum bagi majlis hakim dalam mematuskenolak perkara pembatalan

perkawinan adalah bahwa dalam gugatan pemohon tadagabahwa termohon 1l selaku wali



dalam perkawinannya antara termohon 1, dan haidiak dapat dibutikan oleh pemohon. Maka
majelis hakim menolak perkara pembatalan perkawieeebut pada pasal 163 HIR.

Siti khoiriyah tahun 2008. Berjudul pembatalan karena senasab dan akibatmnya
terhadap pengakuan anak. Tujuan dari penelitiaradi@lah untuk mengetahui pertimbangan
hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah pearatarkawn karena senasab (perkara
No. 2092 atau pdt G atau 2004 atau Pengadilan AgBirjadan untuk mengetahui bagaimana
akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinarenikgasenasab tersebut terhadap pengakuan
anak.

Bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesssalah pembatalan perkawinan
(perkara No. 2092 atau pdt G atau 2004 atau Pdagaflgama.BL) tersebut adalah karena si
istri yang menjadi pertimbangan hakim yang utameea@ masih adanya hubungan darah
(senasab), selain dari bukti-bukti yang telah &@&jm dalam memutuskan dan menyelesaikan
masalah pembatalan perkawinan tersebut berdasdaté®ath’i yaitu sebagaimana termaktub
dalam Al-Qur'an surat An-Nisa’ ayat 23 dan berdesarprosedur yang telah ditentukan oleh
hukum sebagaimana yang telah diatur.

Penelitian yang kami lakukan adalah tentang fenanpmbatalan perkawinan, akan tetapi
penelitian yang kami ambil tidak sama dengan peaelyang terdahulu, kami mengambil obyek
tentang fenomena pembatalan perkawinan dengamglasaalsuan identitas.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, badmgan adanya penelitian terdahulu ini
dimaksudkan untuk memperjelas penelitian yang Kakuikan. Paling tidak terdapat perbedaan
tentang sebab terjadinya pembatalan perkawinamaapémeliti terdahulu dengan penelitian yang

kami lakukan sekarang.



Dari beberapa alasan tersebut cukup menjelaskawabgdenelitian yang kami lakukan
memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Meskipamkian kami mengakui bahwa beberapa
teori yang kami gunakan dalam penelitian ini teedgmersamaan teori dengan yang dilakukan
oleh tiga peneliti yang terdahulu. Kami lakukan ibalkarena terbatasnya teori yang membahas
tentang pembatalan perkawinan. Yaitu teori menduwkum Islam, Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi téemdasan normatif.

Sedangkan kontribusi penelitian terdahulu terhaplapelitian yang sedang kami lakukan
adalah memberikan penjelasan mengenai pembataldmawiean seseorang yang dilatar
belakangi oleh berbagai macam kasus baik dilakglemara sengaja atau sengaja dan disadari
latar belakang tersebut melanggar ketentuan yartgkioeberkaiatan dengan hukum perkawinan.
Selain itu penelitian yang sebelumnya memberikdarmmasi yang akurat tentang pembatalan
perkawianan yang disebabkan oleh bermacam-macaangmgran baik yang bersangkutan
dengan pelanggaran adminitrasi dan hukum perkawygany menjadikan sebab pembatalan
pernikahan seseorang. Dan yang tidak kalah pengangadalah menjadi rujukan referensi dan
sangat mempermudah proses penelitian yang sedamdd&ukan.

B. Pengertian Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan sumatalam seseorang, karena tidak
memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapdi@h syarak. Itu, dilarang atau
diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batpeskawinan adalah rusak atau tidak
sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah sattat atau yang diharamkan oleh
agama. Contoh perkawinan yang batal ( tidak sai)u perkawinan yang langsung tanpa

calon mempelai laki-laki atau calon mempelai peneamp Perkawinan semacam ini batal (



tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu ru@npaitu tanpa calon mempelai laki-laki

atau tanpa calon mempelai perempuan. Contoh lairkaprinan yang saksinya orang gila,

atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau Imasak-anak, atau saudara kandung
perempuan.

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan digaga dengafasakhFasakhartinya
putus atau batal. Kata-kafasakh ba’iberarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu
sebab atau illat atau cela. Sedangkesakh nikahadalah pembatalan perkawinan oleh istri
karena antara suami istri terdapat cacat atau penyang tidak dapat disembuhkan, atau
sisuami tidak dapat membeli belanja atau nafkahpgaeiaya, murtad, dan sebagainya.
Maksud dengamasakh nikahadalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubwargana
suami istri:

Menurut Riduan Shahrani, sehubungan dengan pe&laksapembatalan perkawinan
bahwa perkawinan dalam Islam mungkin“putus demumikartinya:

“Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadi@ana menurut hukum Islam mengakibatkan
lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yammgakibatkan lenyapnya keabsahan
perkawinan itu, misalnya si suami atau isteri ndidari agama Islam dan kemudian memeluk
agama atau kepercayaan bukan kitabiyah. Maka peraayputus demi hukur.

Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karerkaywinan tersebut putus dengan
sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya separéria kematian yang sifatnya alamiah.

Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-saerarti suatu pelaksanaan ibadah atau

nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak memgusyarat atau rukunnya. Ibadah

Tihami, Sohari sahrariikih munakahatJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.195.
2Abdurrahman dan Riduan SyahraMiasalah-masalah Hukum Perkawinan di Indong&iandung: Alumni, 1978),
h. 42.



yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syamai atkunnya atau karena ada penghalang
(mani) bias disebut akad fasad dan boleh pula diselad bataP

Kata sah berasal dari bahasa Arab "Sahih" yangraest@mologiberarti suatu dalam
kondisi baik dan tidak bercacat.Menurut istilah Ulskigh kata sah digunakan kepada suatu
ibadah atau akad yang dilaksanakandengan melengg@galia syarat dan rukunnya.

Sesuai dengan artinya menghapus dan membatalk&a, peanutusan ikatan perkawinan
dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pleakgakad, suami dan istri saja tetapi
termasuk pihak ketiga. Sehingga ada kemungkiasakhitu terjadi karena kehendak suami,
kehendak istri dan kehendak orang lain yang ber8akangkan hal-hal yang bisa dijadikan
sebab orang measakh ‘agadnikah bekisar pada dua kelompok sebab. Ada sebalj y
diketahui setelah agad terjadi padahal sebendsigh terjadi sebelumnyagad, dan ada
sebab yang terjadi kemudian yakni muncul setglgad.*

Fasakhberasal dari bahasa arab dari dari akar kata-khadayang secara termenologi
berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini @dengerkawinan berarti membatalkan
perkawinan atau merusak perkawinan.Dalam arti teohogis ditemukan beberapa rumusan

yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya gasiagpiat dalam KBBI, berikut:

“Pembatalan ikatan perkawinan oleh pengadilan Agaeralasarkan tuntutan istri atau suami
yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau kpeznékahan yang telah terlanjur menyalahi

hukum pernikahan®.

Dinyatakan dalam kitahl-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah
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3Satria Effendi M. Zein,Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (AsisNurisprudensi dengan

pendekatan Ushuliyal{yakarta, Prenada Media, 2004), h. 21.

“Achmad kuzarinikah sebagai perikata@lakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1995 ), h. 141
*Amir syarifuddin,hukum perkawinan islam di IndonegRrenada Media, 2006 ), h. 242.



Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi saatu dari syarat syaratnya, sedang nikah
bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukaoikah fasid dan bathil adalah sama,
yaitu tidak sah’

Andi Tahir Hamid juga berpendapat: bahwa suatkgwenanyang tidak memenuhi syarat
dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan peatdratya (fasidy.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974
Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan deEmdpelaksanaannya ternyata terdapat

larangan perkawinan antara suami istri semisalneagertalian darah, pertalian susunan,

pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yangritangan dengan ketentuan hukum seperti
tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, maka penieen menjadi batal demi hukum
melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkeawdimaksud.

Mengenai hal ikhwal pembatalan perkawinan ini, headkan Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV Pasal 22 sa@®amemuat ketentuan yang isi
pokonya sebagai berikut;

a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihaékticthemenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan, salah satu pihak maskaiteoleh perkawinan yang
mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan dimuka waggencatat perkawinan yang
tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirdua saksi, perkawinan dilakukan
dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi s#lagka mengenai diri suami atau
istri.

b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan iadéah keluarga dalam garis lurus
keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwggna@jabat yang ditunjuk, orang yang
masih ada perikatan perkawinan dengan salah satkeldua belah pihak, jaksa, dan

suami atau istri.

®Andi Tahir Hamid,Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bigtgm(Sinar Grafika, 2006), h. 22.



c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepdagadlam daerah hukum dimana
perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggat&esiami istri, suami atau istri.
d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pgitegamempunyai kekuatan hukum

yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungragmdrkawinar.

Dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang pemawiyang selanjutnya disingkat
dengan UUP menyebutkan bahwa, perkawinan yang sdakmenurut hukum 8las a dan
hukum agama dapat dibatalkan melalui proses pelagadebagaimana yang diatur dalam
Pasal 22-28 UUP dengan didukung oleh Peraturan ritgate Pasal 37-38 PP No. 9 tahun
1975. Dalam hukum positif permohonan pembatalakgvanan hanya boleh diajukan oleh
para pihak yang berhak saja, yaitu (Pasal 26) UUINahun 1974
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus led#ta suami atau isteri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang
4. Pejabat yang ditunjuk
5. Jaksa
6. Suami atau isteri dari yang melangsungkan panaw
7.0rang yang mempunyai kepentingan hukum secagsuag terhadap perkawinan tersebut,

tetapi hanya setelah perkawinan itu pdtus.

3. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum IS|&I)
Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungami ssiri sesudah dilangsungkan

akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengemaigkah-langkah pembatalan setelah

’Abd Rahman ghozalfigh munakahatJakarta: PT. Pustaka ), h. 243.

®Drs. H. Amiur Nuruddin, MA, dan Drs. Azhari Akmakfigan, M. Ag.,Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU N@ataul974 sampaivKHIJakarta: Prenada Media, 2004),
h. 108.



perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahunyadayarat-syarat yang tidak terpenuhi
menurut pasal pasal 22, 24,26 , dan 27 Undang-WntNamor 1 Tahun 1974 maupun yang
berdasarkan pasal 70 dan 71 KHI. Sebagaimana séfsiait®

Dalam Pasal 70 dijelaskan suatu perkawinan batsbila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidakaBerhelakukan akad nikah
Karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalgaleth satu dari keempat istrinya
itu dalam iddah talak raj'i.

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diiya.

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernatutij&lak tiga kali olehnya, kecuali
bila bekas istrinya tersebut pernah menikah demgenlain yang kemudian bercerai
lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah sabasa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempiyangan darah, senasab, dan
sesusuan sampai derajat tertentu yang mehalargvpean menurut pasal 8 Undang-
Undang Nomr 1 Tahun 1974,yaitu
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan luruswahatau dengan keatas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyampjagy saudara, antara
sesorang dengan saudara orang tua, dan antarageersgan saudara neneknya.

3. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, mahetubu atau ayah tiri.

4. Berhubungan sesusua, yaituorang tua sesusuansesiauan, saudara sesusuan, dan
bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibiketaenakan dari atau istri-istrinya.

Dalam pasal 71 dijelaskan:suatu perkawinan dapatakan apabila:

°zainuddin ali,Hukun perdata Islam di Indones{dakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 37.
19Zainuddin aliHukun perdata.h. 38.



a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin damgBdilan Agama.

b. Perempuan yang dikawinin teryata dia diketahui masenjadi istri pria lain yang
mafqug.

c. Perempuan yang dikawinin teryata masih dalam ididahsuami lain.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawindrggsémana ditetapkan dalam
pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974.

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksamakeh wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pakSadelaslah bahwa KHI secara ekplisit
mengandung dua pengertian pembatalan perkawindn, y@erkawinan batal demi
hukum seperti termuat pada pasal 70 dan perkawyaag dapat dibatalkan (relatif)
seperti yang terdapat pada pasal 71 dan pasal 72
a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permaohpembatalan perkawinan

apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaraag snelanggar hukum.

b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan perraopembatalan apabila pada
waktu berlangsungnya perkawinanterjadi penipuan sédah sangka mengenai diri
suami atau isteri.

Dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu

Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersaabka itu menyadari keadaannya,
dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah @silmtetap hidup sebagai suami istri,
dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukamgieman pembatalan, maka
haknya gugur.

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatat&avwinan pasal 23 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 KompilaguHulslam, yaitu

Yrwan zulkifli, fasakh sebagai salah satu cara perceraian studygpeitan agama kabupaten Malar{§kripsi
Fakultas Syariah UIN Malang 2006), h. | 26.



. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keasassaami atau istri
. Suami atau istri
. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinam logbhwtuskan
. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada pasal 16 &jatrfdang-undang ini dan setiap
orang yang mempunyai kepentingan hukum secara daggserhadap perkawinan
tersebut, tetapi setelah perkawinan itu putus.
Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :
a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukaadkepengadilan agama yang
mewilayahi tempat tinggal suami atau istri ataugahperkawinan dilangsungkan
b. Batasnya suatu perkawinan dimulai setelah putusagdelilan Agama mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak salanigsungnya perkawina.
Walaupun sudah terjadi pembatalan perkawinan, #kibakumnya jangan
menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anakyamag lahir dari perkawinan
tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2amy —undang perkawinan dan
pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yangnmeyai rumusan garis
hukum yang berbeda seperti yang dikutip di bawah in
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan berbunyi
Keputusan tidak berlaku surut terhadap
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
b. Suami atau istri yang bertindak dengan beriktikadk,bkecuali terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan atas adanyeavgean lain yang lebih

dahulu;



c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalanmn @oidan b sepanjang mereka
mempunyai hak-hak dengan iktikad baik sebelum kegaut pembatalan mempunyai
kekuatan hukum tetap

Dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari ssammurtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hadgade beriktikad baik,
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempuekaatan hukum tetap.

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubuhg&om antara dengan orang
tuanya.

Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendidakh:*Rangkuman dari
berbagai pendapat hukum yang diambil dariberbaitg kyang ditulis oleh para ulama
Figh yang biasa dipergunakan sebagai referensi padgadilan Agama untuk diolah
dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu manpiimpunan tersebut inilah
yang dinamakan kompildsi

C. Prosedur Pembatalan Perkawinan

1. Tempat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.
a. UU. No 1 Tahun 1974 Pasal 25
Permohonan pembatalan diajukan kepada pengadillam ddaerah hukum dimana
perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal sistm

b. PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 37

2AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam di Indonesfaakarta: Akademika Pressindo,1992), h. 14.



Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskammengadilan.

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukdn plek-pihak yang berhak
mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumapg yneliputi tempat
berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggah&estri.

2. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawlitekukan sesuai dengan
tata cara pengajuan gugatan perceraian.

3. Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan pensadkapembatalan perkawinan
dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai denganctat tesebut dalam pasal 20
sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah.

c. Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 74 ayat (1)

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukaadiepengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal suami atau istri ataugatperkawinan dilangsungkan.

2. Waktu pembatalan perkawinan
a. UU.No. 1 Tahun 1974
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputpesmgadilan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsunggrka\inan.
b. Kompilasi Hukum islam.

Pasal 74 ayat (2)

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusamg@dilan Agama mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan berlakunyan sejdlbsdangsungnya perkawinan.

3. Gugurnya hak pembatalan perkawinan

Menurut UU. No. 1 tahun 1974



- Pasal 26 ( 2)
“Hak untuk membatalkan olleh suami atau istri beadllkan alasan dalam ayat 1 pasal
ini gugur apabila mereka hidup bersama sebagadmtrdapat memperlihatkan”.

- Pasal 27 ayat (3)
“Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalalgkeanmenyadari keadaanya, dan
dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tbtdpp bersama sebagai suami istri,
dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukamgyieman pembatalan, maka
haknya gugur.”

Permohonan pembatalan perkawinan dibuat dalam lbgmumohonan yang bersifat
kontensius (sengketa). Sehingga dapat lebih jeland melangsungkan pembatalan
perkawinan yaitu sama halnya dengan cara gugataerpean yang diatur secara terperinci
dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PeraturarriRiaibo. 9 Tahun 1975. Sepanjang
hal ini dapat diterapkan dalam hubungannya dengarbptalan perkawinan itu.

D. Faktor Dan Alasan Terjadinya Pembatalan Per kawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembataleahjdisini dikemukakan ayat Al-
Quran dan Hadits-hadits yang berkenaan denganhnyleang dibatalkan tidak memenuhi
syarat dan rukun nikah.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang ada daldtawiean, hanya saja jika salah satu
dari syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi madk&awinan itu menjadi tidak sah (batal)
demi hukum.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syyarat ketika berlangsung akad nikah,
atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dambmatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Fasakh(batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yatad tierpenuhi ketika akad nikah



a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isrimdalah saudara kandung atau
saudara sesusuan pihak suami.

b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikkgih selain ayah atau datuknya,
kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskamikegekawinannya yang dahulu
atau mengakhirinya. Cara seperti ini diselhiyar balik Jika yang dipilih mengakhiri

hubungan suami istri, maka hal ini disefagakh balig

2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
a. Bila salah seorag dari suami murtad atau keluar @gama Islam dan tidak mau
kembali sama sekali, maka akadnya batatakl) karena kemurtadan yang terjadi
belakangan.
b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam, tetstpi masih tetap dalam kekafirannya,
yaitu tetap menjadi musyrik, mk akadnya bafas#kt). Lain halnya kalau istri adalah
ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti senfghab perkawinannya dengan ahli

kitab dari semul dianggap sabh.

Pisahnya suami istri akib&dsakhberbeda dengan pisahnya karena talak. Sebabréglak
dan talakba'in. Talakraji tidak mengakhiri ikatan suami dengan seketikaasgklan talak
bad’in mengakhirinya dengan seketika itu juga. Adapasakh baik karena hal-hal yang
terjadi belakangan ataupun karena adanya syaredtsyang tidak terpenuhi, ia mengakhiri

perkawinan seketika itt?.

3Tihami, Sohari sahrarfikih munakahatJakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2009), h. 195



Perkawinan yang sudah berlangsung dianggap sahawnlesggala akibat hukumnya
bubarnya hubungan perkawinan dimulai sejakasdiktkan perkawinan itu. Dasar dari
putusnya perkawinan dalam benfakakhberdasarkan firman Allah yang berbutlyi
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu merekaendekati akhir iddahnya, Maka
rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau demalah mereka denganarayang
ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuénniberi kemudharatan, Karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa beudbemikian, Maka sungguh ia Telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlabmu jadikan hukum-hukum Allah
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dam amng Telah diturunkan Allah
kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnaliah memberi pengajaran kepadamu
dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwal@pada Allah serta Ketahuilah
bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesugtu”.

Isteri yang diceraikan Pengadilan dendasakhtidak dapat dirujuk oleh suaminya, jadi
jika keduanya ingin kembali hidup bersuami isteairds dengan perkawinan baru yaitu
melaksanakan akad nikah bru

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapeabgurangi bilangan talak. Jika suami
mentalak istrinya dengan taladj’i, lalu ruju’ lagi semasa iddahnya dengan akad baru, maka
perbuatannya dihitung satu kali talak, dan ia masih kesempatan melakukan talak dua kali
lagi. Adapun pisahnya suami istri karefesakh, maka hal itu tidak berarti mengurangi

bilangan talak, sekalipun terjadinf@sakhkarena khiyar baligh, kemudian orang suami istri

tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka sudap finya kesempatan tiga kali tatak.

Qs. Al-Bagarah, (02): 231.

“Departemen., h. 56.

%sayyid SabigFigh Sunnah Juz VI(Bandung: PT. Al-Ma’arif), h. 125.
YAbd Rahman ghozaliigh., h. 268.



Menurut istilah ushul figh, kata sah digunakan kipauatu ibadah atau akad yang
dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukuBalgagaimana makna asal dari kata sah,
yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cadsadah shalat misalnya, dikatakan sah
bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dammyk. Demikian pula akad perkawinan,
dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat ukumrperkawinan itu sendiri.Sedangkan
tidak sah (fasid) atau batal, merupakan lawan dsah, yang berarti tidak
memenuhiataumelengkapi syarat dan rukun suatulibada akatf

Golongan hanafi ingin membuat rumusan umum gunabrdakan pengertian pisahnya
suami istri sebab talak dan selfabakh Kata mereka: pisahnya suami istri karena suami da
sama sekali tidak ada pengaruh suami istri disebdak. Dan setiap perpisahan suami istri
karena istri, bukan karena suami, atau karenaist@pi dengan pengaruh dari istri disebut
fasakh!®

Dari segi alasan terjadinya fasakh itu dapat segar&s besarnya dibagi menjadi dua
sebab:

1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, téerig@mudian tidak memenuhi
persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukunjpw@a tentang syaratnya; atau pada
perkawinan tersebut terdapat halanganyang tidak beearkan terjadinya perkawinan.
Bentuk seperti ini yang dalam kitab figh disebungkn istilah fasakh. Bentuk ini dari segi
diselesaikan oleh pengadilan terbagi menjadi dusamayaitu:

a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami at&u dalam arti hakim dapat

memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahanawer&n sebelumnya melalui

pemberitahuan oleh siapa aja. Umpamanya akad tidka dilakukan dihadapan saksi,

18gatria Effendi M. Zein, Analisis FigH, dalam JurnaMimbar Hukum; Aktualisasi Hukum IslarNp. 31 tahun
VIII 1997 (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islg h. 121-122.
*Tihami, Sohari sahrariikih., h. 197.



sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa #aksidalah rukun dalam
perkawinan atau yng menikahkan adalah laki-lakigyg@mudian teryata ayah angkat.
Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau Batatu pihak keluar dari agam
Islam,atau antara suami istri teryata bersaudaa ala hubungan nasab,mushaharah,
atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus didaataoleh hakim, baik suami istri
suka atau tidak, karena yang demikian menyalahiifmfR

b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau asis dasar masing-masing pihak
tidak menginginkan kelangsungan perkawinan ters&mlam arti bila keduanya setuju
atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinghek harus dibatalkan.
Umpamanya perkawinan yang dilangsungkan atas dasadanya ancaman Yang
tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi perayan kerelaan dari pihak yang
melangsungkan perkawinan, perkawinan tidak dibatatteh hakim.

2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atautéstiapat sesuatu yang menyebabkan
perkawinan yang tidak mungkin dilanjutkan karentkalilanjutkan akan menyebabkan
kerusakan pada suami atau istri atau keduanyaigeg&afFasakhdalam bentuk ini dalam
figh disebut dengakhiyar fasakf*

Adapun menurut Madhab Syafi’'i, ada beberapa halj yipat membatalkan nikah, yaitu:

a. Nikah Syighor Misalnya seorang ayah berkata kepada seorangakiki’Aku nikahkan
anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnyakiahkan pula putrimu dengan
aku”. Dalam bentuk akad nikah seperti ini, adadaih wanita itu sendiri. Adapun jika

seseorang menikahkan anak gadisnya dengan seatdrgki dengan syarat laki-laki itu

Amir syarifuddin,hukum perkawinanh. 243.
ZAmir syarifuddin,hukum perkawinanh. 242.



menikahkan putrinya dengannya, maka nikah sepgradalah sah dengan syarat bukan
menjadikan diri wanita itu sebagai maharya.

. Nikah mut'ah Yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai wajdng ditentukan
menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa tuksénnpai waktu tertentu, membuat
akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dehgaan sya ri’atkannya nikah. Nikah
disyari’atkan untuk selamanya, karena dengan iak &eturunan dapat dididik secara baik
dan bertanggung jawab.

. Nikah muhrim, yaitu pernikahan yang dilaksanakamatia dua calon suami-istri atau
salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik ungliksanakan haji, maupun
melaksnakan umrah.

. Nikah dua laki-laki dengan seorang perempuan yantdgahinya oleh dua orang wali
yang berjauhan tempat. Jika dikethui mana yandnldbhulu, maka akad yang terdahulu
yang dianggap sah. Dan bilamna tidak diketahui nyang lebih dahulu, maka kedua akad
nikah itu dianggap batal.

. Nikah wanita yang sedang beriddah. Nikah sepeirjika sempat bersenggaman setelah
masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, rpaiauatannya itu dianggap zina.
Dan jika keduanya benar-benar belum mengetahuinyatgpernikahan itu atau tidak
mengetahui ada larangan menikahi wanita yang seloamnddah karena baru masuk islam
misalnya, maka perbuatannya tidak dianggap zitepiteenggama syubhat.

. Nikah laki-laki muslim dengan non- islam sepertirdgama majusi, penyembah api,
penyembah matahari atau bulan, atau menikahi waaitgg sedang murtad, atau anak
campuran antara orang majusi dan nasrani, atalkatenvanita Yahudi atau Nasrani yang

tidak asli dimana nenek moyangnya baru menganah sstu agama tersebut setelah dua



agama tersebut diakhiri keberlakuannya dengan gayanAl-Qur'an. Adapun wanita ahli
kitab asli dimana diketahui semenjak masa nenelkamgyya memeluk agama yahudi atau
nasrani sebelum dua agama itundisakhkan oleh Al-Quran, adalah sah dinikahi oleh
laki-laki muslim.

g. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim.amia muslimah tidak halal

menikah dengan laki-laki nonmuslim.

Menurut madzhab hanafi kasus dibawah ini mengakdivaterjadi fasakh yaif
a. Pisah karena suami istri itu murtad.
b. Perceraian karena rusak.
c. Perpisahan karena tidak seimbang statu (kufu) a#aistidak dapat dipertemuka.
Fasakh menurut imam maliki adalah:
a. Salah seorang pasangan murtad.
b. Fasad perkawinan.
c. Terjadinya li'an
Sedangkan menurut syafi’i dan hambali adalah:
a. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami ist
b. Perceraian karena berbagai kesul{ieazar) suami.
c. Pisah karena li'an.
d. Salah seorang suami atau istri murtad.

e. Tidak adanya persamaan status (kufu.
Selain hal-hal tersebut diatas ada juga hal-halyang menyebabkan terjadinya fasakh,

yaitu sebagai berikut:

%A, Rahman | doiKarekteristik Hukum IslarfJakarta: Raja Grafindo Persada. 1996).



a. Karena Karena gila.
b. Penyakit kusta.

Berkenaan dengan hal itu (penyakit kusta), uméekabar
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“Umarr.a berkata; bilamana seorang laki-laki menikakbsang perempuan, yang pada
perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau penyaksta, lalu disetubuhi perempuan itu,
maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penehgdh demikian, suami berhak
menagih kepada walinnnygd’"HR Malik dan syafi’i).

c. Karena ada penyakit menular seperti sipilis, TB&3) &in sebagainya.

Diriwayatkan dalam suatu riwayat:
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“Dari sa’ad bin musayyab r.a. ia berkata: barangapa diantara laki-laki menikah
dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki iya &hda-tanda gila, atau tanda-tanda
yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu bwetilih jika mau ia tetap (dalam
perkawinan) dan jika ia berkehendak cerai maka eiempuan itu boleh bercerai. ( HR
Malik)

d. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuag geenghambat maksud

perkawinan (bersetubuh).
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“Ali r.a berkata: laki-laki mana saja boleh menikia seorang wanita dan ia telah
menggauli wanita itu dengan mendapati wanita teusdiierpenyakit balak, maka wanita
tersebut berhak mendapatkan maharnya karena iahtelmauli. Bagi si suami berhak
menuntut kepada orang yang telah menipunya. Dangiksuami mendapati istrinya terkena
gara (daging yang menyumbat lubang kemaluan) suboleh memilih jika ia telah
menggauli istrinya itu, istri berhak mendapatkan hamya atas penghalalan kemaluan
istrinya itu. (HR Said bin Mansur)®

e. Fasakhkarena ketidak mampuan suami memberi nafkah

ZTjhami, Sohari sahraniikih., h. 200.



Suami selama dalam masa perkawinan berkewajibarberemafkah untuk istrinya, baik
dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggalkagaimana dijelaskan sebelumnya pada
bahasan nafagah.Dalam kehidupan sehari mungkintsggdi suami kehilangan sumber
pencahariaanya sehingga dia tak dapat menjalan&anajiban itu. Dalam keadaan tertentu
istri dapat mengatasi masalah rumah tangga deteya dia turun tangan mencari nafkah.
Tetapi banyak terjadi istri pun tidak berhasil mapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah
tangga mulai terancam. Dalam hal dapatkan ketidakpuan suami 22las a nafkah menjadi

22las an untuk memilifasakh?*

f. FasakKarena suami ghaib (al mafqud)
g. Karenaunna,yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuknpk) sehingga tidak dapat

mencapai apa yang dimaksudkan untuk menikah.

@,
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"Said bin bin Musayyab r.a berkata: umar bin khaltthtelah memutuskarahwasannyéaki-
laki yanh unnah diberi tenggat satu tahun(HR Said binMansur).
Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui @ngelas bahwa suami iunnah atau
tidakatau mungkin bias sembuh. Hal-hal yang laigajdigiaskan dengan aib yang enam

tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalankgud perkawinan, baik dari pihak laki-

laki maupun pihak perempuan.

Pendapat lain mengatakan fasakh artinya akad nikalkan meninggalkan. Pada

hakikatnyaFasakhini lebih keras daripada khulu’ dan tak ada ubahegperti melakukan

ZAmir syarifuddin,hukum perkawinanh. 248.



khuld pula.Artinya khulu’ yang dilakukann oleh pihak perempuan dilakukarh gdéhak

perempuan disebabkan ada beberapa hal.Perbedaadtaigh khulu’ diucapkan oleh suami

sendiri, sedangkan fasakh diucapakan deldi nikah setelah istri mengadu kepadanya
dengan mengembalikan mahar.

Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebalbab berikut:

a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-lgag bukan jodohnya, umpamanya:
budak dengan orang merdeka, orang pezina dengag tngelihara, dan sebagainya.

b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pnemberikan belanja sedangkan
istrinya itutidak rela.

c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinan yang dikatatbeh beberapa orang saksi yang
dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-beadak tmampu lagi member nafkah,
sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempgdainatau ia tidak mampu membayar
maharnya sebelum mencampuri istrifya.

d. Jika si istri memeluk islam, sedang suaminya t&&dp. Apabila kemudian keduanya mau
memeluk islam, maka akad nikahnya tetap sah.

e. Jika si suami murtad, sedangkan istrinya masilp tetaslimah.

f. Jika si istri murtad sedangkan suaminya masih tapgai seorang muslim.

g. Jika si istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknyeeka faktor ketidaksengajaan maupun
dengan maksud menzinahinya.

h. Jika kedua belah pihak saling berli'an.

I. Jika keduanya bersama-sama murtad.

j. Jika salah satunya meninggal dunia. Dimana daldimitidak ada perbedaan pendaffat.

*Tihami, Sohari sahrariikih., h. 201.
%gyaikh kamil muhammad ‘uwaidaRigh Wanita(Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 1998), h. 4.



k. Perceraian disebankan berbagai kesulitan (I'sanst/

E. Tata CaraPengajuan Pembatalan Perkawinan.

Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawmangenai pemanggilan,
pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai déaga@ara pengajuan gugatan perceraian.
Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Bé&daératuran Pemerintah No.9 Tahun
1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatat&aawinan.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan @esman pembatalan perkawinan
yaitu antara lain:

1. Pengajuan gugatan

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukaradeePengadilan Agama yang
meliputi:

a) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinangiingkan.

b) Pengadilandalam daerah hukum di tempat tinggaldsdami isteri.

¢) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediamamisu

d) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediantam is

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertwdis l&gan,pemohon bisa datang sendiri
atau diwakilkan kepada orang lainyang akan berkirsdbagai kuasanya. Surat permohonan
yangtelah dibuat oleh pemohon disertai lampirargyterdiri dari:

a. Fotocopy tanda penduduk.

#’Abdul RahmanPerkawinan Dalam Syariat Islafdakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 84.



b. Surat keterangan atau pengantar dari kelurahanebBlemohon benar-benar penduduk

setempat.

c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dinkaim pembatalan perkawinan

dengan pihak Pemohon.

d. Kutipan akta nikah.

2. Penerimaan Perkara.

Surat permohonan harus didaftar terlebih dahult plnitera, SKUM atau Surat Kuasa
untuk Membayar yang di dalamnya telah ditentukaragee jumlah uang muka yang harus
dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perki@a vorschot baru setelah itu pemohon
menerima kuitansi asli. Surat permohonan yang teiampiri kuitansi dan surat-surat yang
berhubungan dengan permohonan tersebut diprosesditlltukanpencatatan dan diberi
nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggitamg.

1. Pemanggilan

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepa@adprang bersangkutan atau kuasa

sahnya, bila tidak dijumpaidisampaikan melalui lhatauKepala Desa yang

bersangkutan.Panggilan selambat-lambatnya sudahindit oleh pemohon 3(tiga) hari
sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan tenggarigwaktara pemanggilan dan
diterimanya panggilan tersebutperlu diperhatikaem&nggilan tersebut harus dilampiri
salinan surat permohonan.

2. Persidangan
Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalkavwinan selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkasateat permohonan tersebut. Pengadilan

Agama akan memutuskan unruk mengadakan sidanggikimpat alasan-alasan seperti



yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Ndnicaahun 1974 Bab IV Pasal 22
sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidaegyyakPengadilan membuat surat
keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawy@ay ditujukan kepada Pegawai
Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatakawbesn.

F. Akibat Hukum Pembatalan Per kawinan

Suami istri yang perkawinannya dibatalkan akan rakibgtkan keduanya kembali seperti
keadaan semula atau diantara keduanya seolahidd&hpernah melangsungkan perkawinan.
Akan tetapi meskipun suatu pembatalan itu padangadsertujuan mengembalikan keadaan
seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan,tddh kita beranggapan seolah-olah tidak
pernah terjadi suatu perkawinan karena terlalu dlakgpentingan dari berbagai pihak yang
harus dilindungi.

Adapun dalam hukum nasional, yaitu UU perkawinanlNTahun 1974 dan KHI, suatu
perkawinan yang kemudian dbatalkan mempunyai alpeatata baik terhadap suami istri
maupun anak-anak mereka asal perkawinan itu olemisistri; keduanya dilakukan dengan
itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya adadp satu pihak saja, maka bagi pihak yang
beri'tikad buruk akibatnya akan ditanggungkannygaju

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pentaatperkawinan diatur dalam Pasal
28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pdsaan Pasal 76 Kompilasi Hukum
Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.l Tahun 1974 nierkan bahwa keputusan tidak
berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.



b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritli@#, kecuali terhadap harta bersama,
bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasaryadperkawinan lain yang lebih
dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam am & sepanjang mereka
memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelumkspntutentang pembatalan
mempunyai kekuatan hukum tet&p.

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwautusan pembatalan perkawinan

tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu darisatau isteri murtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan teuseb

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hakdeagan beritikad baik, sebelum
keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekateuim tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwdalBga suatu perkawinan tidak

akan memutuskan hubungan hukum antara anak derayam tnany&’

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hal tersebuiatas adalah pembatalan
perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalarasjormal saja seperti; wali yang tidak
berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika mggaran yang terjadi karena larangan
materiil ( larangan tetap) seperti: perkawinan Rarenasab, maka perkawinan yang ada dapat
batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pesdahsehingga terdapat akibat yang timbul
dari hubungan suami istri tersebut dianggap tidakngh ada pula atau tidak mendapat
perlindungan hukum. Akibat dari perkawinan yangasaanateriil tidak sah tersebut, maka

terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu jugenpunyai hak waris terhadap ayahnya.

2Mohd, idris RamulyoHukum perkawinan IslanfJakarta: PT Bumi Askara, 1996), h. 178.
ZAmir Nuruddin, Azhari Akmal TarigahHukum Perdata Islam Indones{dakarta:PT Prenada Media 2006), h.
114.



Akibat hukum terhadap harta benda dari suami ipabda pada waktu perkawinan
berlangsung tidak dibuat perjanjian perkawinan, an&kjadi persatuan harta kekayaan suami
istri secara bulat, sehingga pembagian harta kekagibagi dua sama besar antara suami
istri.

G. Dasar Hukum Pembatalan Per kawinan

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatakahndisini dikemukakan ayat al-
Quran dan Hadits-hadits yang berkenaan dengarhmyleng dibatalkan tidak memenuhi
syarat dan rukun nikah.

Jika fasid nikah terjadi disebabkan karena melanggtentuan-ketentuan hukum agama

dalam perkawinan, misalnya larangan kawin sebageingang dimaksud dalam Al-Qur&h

-z A - o) c s - e 5/‘// 2 o B~ R NS B P

“Dan janganlahkamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini olfahmu, terkecuali
pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuiatamat keji dan dibenci Allah dan
seburuk-buruk jalan (yang ditempuhj®.
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“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; analamu yang perempuan saudara-
saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmy gerempuan; Saudara-saudara
ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari a@disaudaramu yang laki-laki;
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yangmpuan; ibu-ibumu yang menyusui
kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu metefimertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamongari, tetapi jika kamu belum campur
dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Ma#tak berdosa kamu mengawininya;

Qs. An-Nisa’, (04): 22.
#Departemen., h. 120.
¥Qs. An-Nisa’, (04): 23.



(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandumgimenantu); dan menghimpunkan
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudaeLi&li yang Telah terjadi pada masa
lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi M#tayayang™?

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seteruskgaatas. Dan yang dimaksud dengan
anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perendamaseterusnya ke bawah, demikian
juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dergaak-anak isterimu yang dalam
pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk jaigak tiri yang tidak dalam
pemeliharaanny#.

Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Al-Bukhori:

gle Lol O, bt dllh a8 LB (A el 5 Gl O e alll (o) BLai ) ol s ey sl (e
(L;JB.\M b‘}))&;&élsﬁ Zj.w‘j

“Dari Khansa’ binti Khidzam al-Anshariyah ra.: Balavayahnya telah mengawinkannya
sedangkan ia sudah janda, lantas ia tidak menyuparnikahan itu, kemudian ia
mengadukannya kepada Rasulullah SAW maka beliabatatkannya”. (HR. Bukhari}?

Sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Aisyah ra

Ol G 5 a5t (A lem b (e DAl Lo Tl Wiy JR0 0l ¢ Tl G A 1K Lyl o8 ik, ans 3l ) L
A U e
“Apabila seorang perempuan menikah tanpa ijin wainyaka nikahnya batal, apabila
si suami telah menggaulinya, maka bagi dia bagi dexthak menerima mahar sekedar
menghalalkan farjinya, apabila walinya enggan (membin) maka wali hakim (pemerintah)
lah yang menjadi wali ba%i perempuan yang (diangdatak memiliki wali.” (Riwayat Imam
empat kecuali al-Nasa’i)®

H. Pemalsuan | dentitas

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelamgg®rhadap kebenaran dan
kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntunggindbasendiri atau bagi orang lain.

Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam makganrgang teratur dan maju tidak dapat

#Departemen., h. 121

¥Departemen., h. 120.

#Al-Iman Zainudin AhmadRingkasan Shahih Al-BukhdBandung: Mizan Media Utama, t.th), h. 791.
%Gatot Suparmondegi-segi Hubungan Luar NikdBakarta: Djambatan, 1998), h. 37.



berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran ata&sapabbukti surat dan alat tukarnya.
Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan amdaagi kelangsungan hidup dari
masyarakat tersebtft.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu gefasggaran terhadap dua norma
dasar:

a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya w@agalong dalam kelompok

kejahatan penipuan.

b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergoldalgm kelompok kejahatan

terhadap Negaraatau ketertiban unitim.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenahaidslatu masyarakat yang sudah
maju, dimana surat, uang logam, merek atau tandtente dipergunakan untuk
mempermudah lalu-lintas hubungan didalam masyarakat

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tdat@m kelompok kejahatan
“penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuwalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan
tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabilacseasg memberikan gambaran tentang
sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) sd@harasli atau kebenaran tersebut
dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpgmladan mempercayai bahwa keadaan
yang digambarkan atas barangatau surat tersetadatah benar atau asli.

Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi lapabiya atas surat itu yang tidak benar
digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalusjuhingga dapat termasuk semua jenis

penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untakngdsuan harus dicari didalam cara

%’H. A. K. Moch Anwar Hukum Pidana di Bidang EkonoifBandung, Citra Aditya Bakti, 1990), h. 128.
%H. A. K. Moch Anwar,Hukum. h. 128.



kejahatan tersebut dilakukan. Dalam berbagai je@ibuatan pemalsuan yang terdapat dalam

KUHP dianut azas :

a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jarketz@naran atau keaslian sesuatu
tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadegt atau tulisan tersebut harus
dilakukan dengan tujuan jahat.

b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas hatisyaratkan bahwa pelaku harus
mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan graggatas sesuatu yang dipalsukan
sebagai yang asli atau berar.

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-keé@ntmengenai pemalsuan uang yang
dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalslisemtatau surat dalam Pasal 263 dan
Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama atada #&au merek atas karya ilmu
pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pashltpesebut memuat unsur niat atau
maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang ateat yeng dipalsu seakan-akan asli dan
tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunayah atau “menyuruh untuk
dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkarmdpkmalsuan barang (Pasal 386)
sistem tersebut tidak dianut.

Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, mpartama disyaratkan bahwa yang
dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat ataukso@d nya harus terdiri atas “untuk
dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempergamakarang yang dipalsu membedakan
tindak pidana pemalsuan dari jenis tindak pidambattap kekayaan. Dalam tindak pidana
terhadap kekayaan harus terdapat suatu niat ataksueh pada pelaku untuk menguntungan
dirinya atau suatu kerugian bagi orang lain. Dafsmalsuan uang dan tulisan atau surat,

unsur niat atau maksud atau unsur kerugian tidakipagan masalah yang penting. Setiap

3°H. A. K. Moch Anwar,Hukum. h. 129.



perbuatan yang dapat dihukum harus terdiri pertaamea atas pelanggaran terhadap hak-hak
kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelakungieta dalam pemalsuan tidak demikian
halnya, berhubung perbuatan pemalsuan dianggapaeahanimbulkan bahaya umum.

Untuk lebih jelas mengenai dokumen apa yang digalsaemi memperlanc#rafficking,

di bawah ini penulis jabarkan bentuk- bentuk dokangang sering dipalsukan serta cara
sindikat memalsukan dokumen-dokumen tersebut.
1. KTP

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkanagiéanaan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 pada hakikaberkewajiban untuk memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap penentuarns gpaitbedi dan status hukum setiap
peristiwva kependudukan dan diluar wilayah Repulnidonesia.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahanat)apmdah datang untuk menetap,
tinggal terbatas atau tinggal sementara, sertabpban status orang Asing tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antaia kelahiran, lahir mati, kematian,
perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkpémmgakuan, dan pengesahan anak serta
peristiwa penting lainnya yang dialami oleh sesgranerupakan kejadian yang harus
dilaporkan Karena membawa implikasi perubahan ddésmtitas atau surat keterangan
kependudukan.

Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan nmemuat pengaturan dan
pembentukan system yang mencerminkan adanya redorrddbidang Administrasi
Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pelagatuengenai penggunaan Nomor Induk

Kependudukan .(NIK). Nik adalah idenditas pendubhdonesia dan merupakan kunci sukses



dalam melakukan versifikasi dan validasi datadatiseseorang guna mendukung pelayanan
publik di bidang Administrasi Kependudukéh.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas ré3emduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlakuseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.52 Kartu ini wajib dimiliki bagvarga Negara Indonesia (WNI) dan
Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki 1zin Tinggeétap (ITAP) yang sudah berumur
17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah ke\mak dari orang tua Wna yang memiliki
Itap dan sudah berumur 17 tahun juga wajib merHithi Ktp bagi Wni berlaku selama lima
tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengagg&h dan bulan kelahiran yang
bersangkutan. Ktp bagi Wna berlaku sesuai dengaa izan Tinggal Tetap. Khusus warga
yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendajpatséumur hidup yang tidak perlu
diperpanjang setiap lima tahun seKali.

Ciri-ciri Ktp, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelaltan yang dicetak pelaku sangat kasar.
Selain warnanya terlihat pudar, pada bagareenyang muncul pada Ktp atau dokumen
lainnya, tidak sama dengan warna dokumen aslinykdratanda-tangan pada Ktp palsu
tebal. Ciri-ciri dokumen asli biasanya, tanda tanmya tipis dengan corak warna bagus, selain
itu warna dokumen seperti Ktp, Kartu Keluarga (Ktén Akta Kelahiran tidak pudéf.

Ktp berisi informasi mengenai sang pemilik kararptasuk:

a Nomor Induk Kependudukan H Alamat.

b Nama lengkap | Pekerjaan

¢ Tempat dan tanggal lahir. J Kewarganegaraan.
d Jenis kelamin. K Foto.

e Agama. L Masa berlaku.

“Undang-undang Admistrasi Kependudukan Dan Cat&iait (Bandung: PT Focus Media, 2009), h. 60.

“http:atauatauid.wikipedia.orgatauwikiatauKartu_Tarfdenduduk. Diakses 17 maret 2011, pukul 10.29 WIB.

“Brama Yoga Kiswara, KTP Palsu Berwarna Pudar, Target Sindikat Para TKWegal,
25ataudatau2010(http:atauatauberitajatim.comatauthghp?option=com_content&task=view&id=13853&pop=
1 &page=0&Itemid=65. Diakses 18 2011 pukul 16.1BYY



f  Status perkawinan. MTempat tinggal dikeluarkan KTP.
g Golongan darah N Tandatangan pemegang KTP

Pasal 63Undang-undang Admistrasi Kependudukan Dan Catatipi Senjelaskan

bahwa;

1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asimg yeemiliki I1zin Tinggal Tetap
yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atahtkdwin atau pernah kawin wajib
memiliki ktp.

2. Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yaamiliki I1zin Tinggal Tetap dan
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiii.

3. Ktp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aybe(laku secara nasional.

4. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa begkkepada Instansi

Pelaksana apabila masa berlakunya telatktoera

5. Penduduk yang telah memiliki Ktp wajib membawa psatat bepergian.

6. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da(Rayenya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) Ktp®?

2. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yangmuat data tentang susunan,
hubungan dan jumlah anggota keluafyKartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga
Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas &apKeluarga dan anggota keluarganya.
Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-madiippggang oleh Kepala Keluarga, Ketua

RT dan Kantor Kelurahan.

“3Undang-undang Admistrash, 20.
“http:atauatauwww.kependudukancapil.go.idatauindgamuproduk-a-layananataukartu-keluarga. Diaksés 2
maret 2011, pukul 10.33 WIB



Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubahggianti, maupun ditambah isi data yang
tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan kavkrasi Data dan Mutasi Biodata, wajib
dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan KKeluarga (KK) yang baru.

Pasal 61

a. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, neangkap kepala keluargadan
anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tetmpahir, tanggal lahir,
agama,pendidikan, pekerjaan, status perkawinan,tusstahubungan dalam
keluarga,kewarganegaraan, dokumen imigrasi, naarggdua.

b. Keterangan rnengenal kolom agama sebagaimana dichagada ayat (1) bagi
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agardasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan atau bagi penghayat keperctgla&rdiisi, tetapi tetap dilayani
dan dicatat dalam database Kependudukan.

c. Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuk selamanya, kecuali
terjadi perubahan kepala keluarga.

d. KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelalks&epada Penduduk Warga Negara
Indonesia dan Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggatap. (5) KK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dassrpitan KTP?

3. Akta Kelahiran.

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftdamakartu Keluarga dan diberi Nomor
Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk meolplerpelayanan masyarakat lainnya.
Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan iKKetluarga dan Akta Kelahiran.

Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelan dengan kelahiran. Ada 3 jenis

akta kelahiran, yaitu :

**Undang-undang Admistrash, 24.



a. Akta Kelahiran Umum Akta kelahiran yang dibuat lzesarkan laporan kelahiran yang
disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnygei®@m puluh) hari kerja bagi
Whni dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi Wna sejak gahgelahiran bayi.

b. Akta Kelahiran Istimewa Akta Kelahiran yang dibumrdasarkan laporan kelahiran
yang telah melampaui batas waktu 60 (enam pulul) kexja bagi Wni dan 10
(sepuluh) hari kerja bagi Wna sejak tanggal ketahbayi.

c. Akta Kelahiran Dispensasi Akta Kelahiran yang dibuserdasarkan Program
Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yahir sampai dengan
tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftasanpencatatan kelahiranria.

4. ljazah

Istilah ljazah yang terdapat dalam Kamus Besar 8&ahadonesia artinya surat tanda tamat
belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan faltB¥ Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari
proses sertifikasi seorang siswa atau mahasiswg lyemyatakan bahwa yang bersangkutan
telah dinyatakan "Lulus" dan menyelesaikan semuaypeatan administratif dan akademik
dari suatu sekolah maupun program studi tertentda paebuah universitas. Khusus
mahasiswa, yang bersangkutan berhak menyandang getaai yang ditetapkan oleh
Universitas. Dengan kata lain seorang mahasiswar akenerima ijazah setelah ada
Penetapan Kelulusan oleh Dekan dan Pengukuhanusaluloleh Rektor, mahasiswa berhak
menerima transkrip dan ijazah atau sertifikat.

Syarat mutlak kepemilikan ijazah tersebut adalatu-satunya ukuran legal yang

mengisyaratkan seseorang dinyatakan menamatkanidpemy kemudian ijazah akan

“http:atauatauwww.kependudukancapil.go.idatauindgamuproduk-a-layananatauakta-kelahiran. Diakses 1
2011 pukul 12.15 Wib.



menjadi salah satu syarat yang ditetapkan olehadlkarja, instansi pemerintah maupun
swasta untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan

Beberapa kasus yang muncul belakangan dan dimuditanaslalah adanya sindikat
pemalsuan ijazah yang dilakukan secara sistem@#kia halnya dengan pemalsuan uang,
sertifikat atau akta otentik lainnya, pemalsuarzafa dilakukan dengan mencetak lembar
ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun kelusahjskemudian mencatut nama sekolah dan
pejabat penandatangan pada ijazah ter$ébital ini mudah dilakukan mengingat
penggunaan ijazah bersifat personal, tidak dipbdrglikan dan bukai\cta Publi¢ sehingga
tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadiubkgét, khususnya dalam melamar
pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah foto g@mg telah dilegalisir yang juga turut
dipalsukan.
5. Paspor

Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang rekeluarkan oleh pemerintah atau
suatu instansi pemerintah yang berwenang, untugavaegaranya atau orang asing lainnya
yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdordisilalam wilayah negara yang
mengeluarkan paspor tersebUDi dalam suatu paspor biasanya memuat tentanggserge
paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tarigbgal, kebangsaan, agama, tanda-tanda
badan, tandatangan serta foto yang bersangkutan.

Dalam hal pengurusan paspor pada umumnya syaraigea lair*

“’Albert PaneAnalisis Kasus Dan Proses Juridis Penanganan Dudiah Palsu Harian Sinar Indonesia Baru,
Medan, 10 Des 2009 (http:atauatauhariansib.comptdi®2420) Akses 21 maret 20101 pukul 22.05 WIB.

“80ka A. Yoeti,Tours and Travel Managemefdakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 86.

““Oka A. Yoeti,Tours and Trave) h. 89.



a. Mempunyai kartu penduduk yang masih berlaku dastamsi yang berwenang
mengeluarkannya, dan berdomisili di daerah, kamdarasi daerah tempat paspor akan
dikeluarkan.

b. Mempunyai surat keterangan kelakuan baik atau &eggian tidak terlibat G. 30 SPKI
jika di perlukan.

c. Surat bukti telah lunas membayar pajak keberangkaduar negerifiscal sertificatg
yang di keluarkan oleh Kantor Pajak setempat, témgaerdomisili.

d. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediaglai kantor imigrasi, besedia
datang ke kantor imigrasi untuk menjawab pertanydeam diambil sidik jarinya serta
membubuhi tanda tangan waktu mengambil paspor.

Khusus bagi warga negara keturunan asing, selanatsyyarat tersebut harus di lengkapi:

1. Surat Keteragan kewarganegaraan.

2. Akta Kelahiran.

3. Surat keterangan ganti nama.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa fungsi rpasjadah sama dengan kartu
penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk hetlatuk daerah yang terbatas, secara
lokal atau nasional saja, maka paspornya dapatesetarnasional. Dengan kata lain paspor
seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlakara internasional. Dengan paspor
dapat diketahui indentitas seseorang, seperti n@inatan, kebangsaan atau kewarganegaraan
seseorang.

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

1. Data Kependudukan

Pasal 58



a) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangaatalsatau data agregat Penduduk.

b) Data perseorangan meliputi :

1  Nomor KK; 15 Nama ibu kandung;
2 NIK; 16 NIK ayah;
3 Nama lengkap: 17 Nama ayah:
4  Jenis kelamin; 18Alamat sebelumnya;
5 Tempat lahir; 19 Alamat sekarang:
6 Tanggalataubulanatautahun 20 Kepemilikan akta kelahiran atau
lahir; surat kenal lahir;
7 Golongan darah: 21INomor akta Kkelahiran atau
nomor surat kenal lahir;
8 Agama atau kepercayaan; 2Repemilikan akta
perkawinanataubuku nikah;
9 Status perkawinan; 2Nomor akta perkawinan atau
buku nikah;
10 Status hubungan  dalan24 Tanggal perkawinan;
keluarga;
11 Cacat fisik dan atau mental; 2¥epemilikan akta perceraian:
12 Pendidikan terakhir: 26Nomor akta perceraian atau surat
cerai,
13 Jenis pekerjaan; 27Tanggal perceraian.

14 NIK ibu kandung;

c) Data agregat meliputi himpunan data perseorangag P@rupa data kuantitatif dan
data kualitatif.

. Dokumen Kependudukan

Pasal 59

a) Dokumen Kependudukan meliputi:

1 Biodata Penduduk: 4  Surat keterangan kependudukan
2 KK; 5 Akta Pencatatan Sipil.
3 KTP;
b) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimadexial ayat (1) huruf d
meliputi:
1 Surat Keterangan Pindah: 8 Surat Keterangan Relaba
Perkawinan;

2 Surat Keterangan Pinda® Surat Keterangan Pembatalan

Datang: Perceraian;

3 Surat Keterangan Pindah ke 1Burat Keterangan Kematian;



Luar Negeri;
4  Surat Keterangan Datang dafil Surat Keterangan Pengangkatan

Luar Negeri; Anak;
5 Surat Keteranganl2 Surat Keterangan Pelepasan
Tempat'linggal: Kewarganegaraan Indonesia,

6 Surat Keterangan Kelahiran;  18urat Keterangan Pengganti
Tanda Identitas; dan

7 Surat Keterangan Lahir Mali. 145urat Keterangan Pencatatan
Sipil.

c) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Piné@mduduk Warga Negara
Indonesia antarkabupatenataukota dalam satu pralansantarprovinsi dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterargadah Datang Penduduk
Warga Negara Indonesia antar kabupaten atau kolamdaatu provinsi dan
antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republionesia, Surat Keterangan
Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayalgaNe Kesatuan Republik
Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Ne§arat Keterangan Datang dari Luar
Negeri. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orasigg Tinggal Terbatas, Surat
Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Ketgan Lahir Mati untuk Orang
Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang AsBugrat Keterangan Pembatalan
Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Percer8amat Keterangan Pengganti
Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangarh &lepala Instansi Pelaksana.

d) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara éstorantarkecamatan dalam
satu kabupatenkota, Surat Keterangan Pindah Datdenduduk Warga
Negaralndonesia antarkecamatan dalam satu kabapaiéonta, dapat diterbitkan dan
ditandatangani oleh camat atas nama Kepala Indeatesksana.

e) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga aldgdonesia dalam satu desa

atau kelurahan, Surat Keterangan Pindah DatanguBakdWarga Negara Indonesia



antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatant, Keterangan Kelahiran untuk
Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Matik Warga Negara Indonesia
dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negatanksia, dapat diterbitkan dan
ditandatangani oleh kepala desa atau lurah ataa Kaypala Instansi Pelaksana.

f) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat KetardPgi@pasan Kewarganegaraan
Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangéeth Kepala

Dalam pasal 63 dijelaskan bahwasannya:

1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asimg iyeemiliki 1zin Tinggal Tetap
yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun ataln tedavin atau pernah kawin wajib
memiliki Ktp.

2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yaamiliki Izin Tinggal Tetap dan
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiii.

3) Ktp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayae(Bku secara nasional.

4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa loeiakkepada Instansi Pelaksana
apabila masa berlakunya telah berakhir.

5) Penduduk yang telah memiliki Ktp wajib membawa psalat bepergian.

6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da(Rayenya diperbolehkan
memiliki 1 (satu) Ktp.

Dijelaskan juga dalam pasal 64 bahwasannya:

1) Ktp mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasiapésa wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangaartgniIK, nama, tempat tanggal
lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status gwirkan, golongan darah, alamat,

pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa betiakypat dan tanggal dikeluarkan



Ktp, tandatangan pemegang Ktp, serta memuat namaataor induk pegawai pejabat
yang menandatanganinya.

2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksudagat#l) bagi Penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkentkat Peraturan Perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidaktdiepi tetap dilayani dan dicatat
dalam database kependudukan.

3) Dalam Ktp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disadiruang untuk memuat kode
keamanan dan rekaman elektronik pencatatan PexiSt@mting.

4) Masa berlaku Ktp:

a) untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 ) liataun:

b) untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan demgasa berlaku 1zin Tinggal tetap

5) Pendusoduk yang telah berusia 60 (enam puluh) talibericdkKtp yang berlaku seumur
hidup:

*Undang-Undang administrash, 35.



